Taman Nasional
Kewenangan
Pusat

JAKARTA — Menteri Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan
(LHK] Siti Nurbaya mengatakan,
rencana Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur NTT)
untuk menutup Taman Nasional
Komodo belum dapat dilakukan
saat ini. Pasalnya, kata dia,
penutupan Taman Nasional

Komodo merupakan wewenang
dari pemerintah pusat.

"lya belum bisa. Pemerintah
daerah harus konsul dan harus
di dalam koridor urusan yang
ditangani oleh dirjen konser-
vasi,” tutur Siti, Jumat [25/1).

la menjelaskan, berdasarkan
UU Kehutanan, UU Konservasi,
UU Pemda, dan peraturan pe-
merintah, upaya konservasi me-
rupakan kewenangan pemerin-
tah pusat. Namun, ia menyam-
but baik ide Gubernur NTT Victor
Laiskodat untuk memperbaiki

ekosistem dan' menambah po-
pulasi hewan di TN Komodo,

“Kita kementerian memang
memberikan ruang bahwa
taman nasional di Indonesia
boleh menjadi sumber pusat
perturbuhan wilayah. Jadi, say
kira ide Pak Gubernur kita haru
dengar,” kata dia. Saat ini,
Kementerian LHK tengah
mengumpulkan data untuk
pengkajian. Tim juga akan
melihat masalah yang terjadi di
Taman Nasional Komodo. B des:
suciati saputried: agus raharjo




